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Pada bidang energi dan sumberdaya alam terdapat sektor pertambangan Mineral dan Batubara merupakan
energi yang tak dapat diperbaharui serta berasal dari bawah tanah, sehingga memerlukan perhatian dalam
melakukan pengelelolaan. Dalam hal pengel olaan tersebut pemerintah pusat medistribusikan
kewenangannya untuk melakukan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara berdasarkan pada asas-
asas otonomi daerah. Dengan didasari atas asas-asas otonomi daerah tersebut maka adanya pembagian atas
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Kabupaten/K ota. Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/K ota dalam pengelolaan
sumberdaya alam mineral dan batubara berdasarkan pada UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan
Batubara diberikan secara setelah berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

<hr>In thefield of energy and natural resources containing mineral and coal mining sector are the non-
renewable energy and derived from underground, requiring attention in managing. In terms of the
management of the central government authority distributed the management of mineral and coal based on
the principles of local autonomy. Based on the principles of local autonomy discords by the top division of
government affairs under the authority of the central government, provincial government and
regency/district governments. The authority of regency/district government in natural resource management
of mineral and coal base Law Number 4 Y ear 2009 in concern Mineral and Coal granted after the enactment
of Law Number 23 Y ear 2014 on Regional Government.
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